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This research aims to analyze the harmonization of public policy

implementation in poverty alleviation in Gorontalo Regency. The main
focus of this research is how planning, implementation and evaluation of policies can be coordinated
harmoniously among regional organizations. Apart from that, this research also identifies factors that
influence the harmonization of public policy implementation, including communication, resources, disposition
and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with
informants. The research results show that the implementation of poverty reduction policies still faces
challenges in the form of weak coordination, limited resources, and inconsistencies in policy implementation.
The conclusion of this research is that harmonization of public policy implementation in poverty alleviation
can be improved through better communication, strengthening resources, and reform in bureaucratic
structures.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia,
termasuk di Kabupaten Gorontalo. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah daerah untuk
menanggulangi kemiskinan, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Permasalahan utama yang
sering terjadi adalah disharmonisasi dalam implementasi kebijakan antara organisasi perangkat daerah
yang mengakibatkan ketidakefektifan program yang dijalankan. Harmonisasi kebijakan publik dalam
penanggulangan kemiskinan menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan dalam
mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk
mengeksplorasi fenomena implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Gorontalo. Fokusnya adalah mengidentifikasi harmonisasi dalam implementasi kebijakan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam dengan informan dari berbagai organisasi perangkat daerah, serta studi
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dokumentasi terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam implementasi
kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo:

1. Kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, yang menyebabkan tumpang tindih
program dan ketidakefektifan dalam distribusi bantuan.

2. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur.

3. Disposisi dan komitmen pelaksana kebijakan yang beragam, sehingga mempengaruhi
keberlanjutan program yang dijalankan.

4. Struktur birokrasi yang masih rigid, menyebabkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan
menjadi terbatas.

Meskipun demikian, terdapat beberapa inisiatif yang mulai dilakukan untuk meningkatkan
harmonisasi kebijakan, seperti penguatan komunikasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Harmonisasi kebijakan yang lebih baik dapat dicapai
dengan memperbaiki mekanisme koordinasi antar instansi, memperjelas pembagian peran dan tanggung
jawab, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi kebijakan secara berkala guna memastikan efektivitas
implementasi.

SIMPULAN

Harmonisasi implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah serta keterbatasan sumber daya menjadi
hambatan utama dalam perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, ketidakharmonisan terjadi akibat
komunikasi yang kurang efektif, minimnya dukungan anggaran dan SDM, serta birokrasi yang kurang
adaptif. Evaluasi kebijakan menunjukkan pencapaian target belum optimal karena lemahnya monitoring
dan tindak lanjut.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi. Koordinasi yang lemah, keterbatasan anggaran dan SDM, serta kurangnya komitmen
pelaksana kebijakan menghambat efektivitas program. Selain itu, birokrasi yang kaku semakin
memperburuk ketidakharmonisan dalam pelaksanaan kebijakan.

SARAN

Untuk meningkatkan harmonisasi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Gorontalo, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Koordinasi
antar organisasi perangkat daerah harus diperkuat dengan sistem komunikasi yang lebih terbuka dan
terintegrasi. Pengalokasian sumber daya perlu dilakukan secara strategis dengan melibatkan sektor swasta
dan masyarakat agar kebijakan lebih inklusif.

Dalam pelaksanaan dan evaluasi, komunikasi yang efektif harus diterapkan untuk memastikan
keselarasan tujuan dan mekanisme program. Optimalisasi sumber daya dapat dilakukan melalui
peningkatan kapasitas SDM, sementara komitmen pelaksana kebijakan harus diperkuat agar implementasi
berjalan sesuai rencana. Reformasi birokrasi juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih fleksibel
dan adaptif. Dengan perencanaan matang, pelaksanaan sinergis, dan evaluasi berbasis data, kebijakan
penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
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